BAB II
QARDDAN IJARAH

1. QARD
A. Pengertian Qard

Qard menurut bahasa berasal dari kata a/-gat’u yang berarti memotong.
Dikatakan memotong karena merupakan potongan dari harta orang yang
memberikan pinjaman (hutang). Kemudian kata itu digunakan sebagai
bahasa kiasan dalam keseharian yang berarti pinjam meminjam antar sesama.
Dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah gard diartikan sebagai
simpanan.' Sedangkan menurut Ahmad Asy-Syarbasyi al-qard adalah
pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali
atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. > Dalam
literatur figih klasik, gard dikategorikan sebagai akad tathawwui atau akad
saling membantu dan bukan transaksi komersial. Secara umum al-gard
adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugtarid) yang
memerlukan.?

Dalam pengertian istilah, gard didefinisikan sebagai harta yang
diberikan oleh seseorang (mugrid) kepada yang membutubkan (mugtarid),

yang kemudian mugtarid akan mengembalikannya setelah mampu. Atau

' Habib Nazir dan M Hasanudin, Ensiklopedi dan Bank Syariah, (Bandung: Kaki langit,2004),
hal.480.

2 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 131.

* Fatwa Dewan Syari‘ah Nasional, No: 19/DSN-MUI/IV/2001
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dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta
yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang
sepadan dengan hal itu.* Menurut Bank Indonesia (1999), gard adalah akad
pinjaman dari bank (mugrid) kepada pihak tertentu (mugtarid) yang wajib
dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.’

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan gard sebagai bentuk
pemberian harta dari seseorang (mugrid) kepada orang lain (mugtarid)
dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (mugqtarid), yang
sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang
yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mitsliyat, hewan, dan barang

dagangan.®

Menurut Ijma ulama, gard hukumnya termasuk Jaiz
(diperbolehkan). Namun Madzhab Hanafi berpendapat, gard dibenarkan pada
harta yang memiliki kesepadanan, yaitu harta yang perbedaan nilainya tidak
menyolok, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, biji-bijian yang
memiliki ukuran serupa seperti kelapa, telur. Tidak diperbolehkan melakukam
qard atas harta yang tidak memiliki kesepadanan, baik yang bernilai seperti

binatang, kayu dan agrarian, dan harta biji-bijian yang memiliki perbedaan

menyolok, karena tidak mungkin mengembalikan dengan semisalnya.” Tidak

* Wahbah Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu (terj.) penerfemah: Abdul Hayyi Al-Kattani,dkk,
(Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 1984), hal.374.
® Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007),

hal.27.
¢ Ibid

7 Ibid hal. 377.
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dibenarkan melakukan gard atas manfaat atau jasa — berbeda dengan
pendapat Ibnu Taimiyah — seperti membantu memanen sehari dengan
imbalan ia akan dibantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu
memanen sehari, atau mengizinkan orang lain tinggal di rumahnya dengan
imbalan orang tersebut mengizinkannya tinggal di rumah orang itu. ®

Akad gard dalam dunia perbankan diterapkan sebagai perjanjiam
pinjaman’, salah satunya sebagai pinjaman dana talangan haji. Nasabah yang
ditalangi biaya perjalanan hajinya untuk mendapatkan porsi haji akan
melunasinya sebelum keberangkatan hajinya ke tanah suci.' Dengan kata
lain gard adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang
diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang
telah disepakati antara nasabah dan LKS. Qard merupakan perwujudan LKS
yang disamping sebagai Lembaga Komersial juga sebagai Lembaga Sosial

yang dapat membantu meningkatkan perckonomian secara maksimal.''

® Ibid

s Pinjaman gard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjana
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman gard diakui sebesar jumlah dana yang
dipinjamkan pada saat terjadinya akad. Bank dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan
untuk dipersyaratkan didalam perjanjian. Imbalan tersebut diakui pada saat diterima. Pinjamam
gard disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian. (Annual Report Bank Mega Syariah
Tahun 2010, hal. 17)

' Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keungan Syariah Deskripsi dan Iustrasi, (Yogyakarta:
Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), hal. 75

""" http://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qardh
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Dalam akad gard, pemberi pinjaman (bank) memberikan pinjaman
kepada pihak lain (nasabah) dengan ketentuan penerima pinjaman akan
mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikam
dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.'? Dengan ketentuan
pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun dari pinjaman
tersebut. Bank hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah sesuai
kebijakan Bank yang mengacu pada fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-
MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusaﬂ haji pada Lembaga Keuangan
Syari’ah. Dengan demikian nasabah hanya berkewajiban membayar pokok
pinjamannya saja. B

Hak kepemilikan dalam gard menurut Abu Hanifah dan Muhammad
berlaku melalui gabd (penyerahan), jika seseorang berutang satu mud
gandum dan sudah terjadi gabd, maka ia berhak menggunakan dan
mengembalikan dengan yang semisalnya meskipun muqrid meminta
pengembalian gandum itu sendiri, karena gandum itu bukan lagi milik
mugrid. Yang menjadi tanggung jawab mugtarid adalah gandum yang
semisalnya dan bukan gandum yang telah diutangnya, meskipun qard itu

berlangsung. Demikian juga pada pembiayaan dana talangan haji, nasabah

"> Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum perbankai:
Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 75.
B Widyaningsi, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 159.
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bisa menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan porsi haji setelah

terjadinya qabd (penyerahan) uang dari bank kepada nasabah.

B. Dasar Hukum Qard

1. Dasar Hukum Qard dalam Al-Qur’an
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Artinya:” Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu
untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak’ (QS Al-Hadiid
ayat 11)"
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Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjamarn
Yyang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan
memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang
banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-
Nya-lah kamu dikembalikan”(Al-Bagarah : 245)"
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Artinya: “Dan rolong-menofonglah kamu daiam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

14

Depag Rl, A4I-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2005), hal 538.

> Ibid, hal.39.
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pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kipaa’a Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah : 2)'

2. Dasar Hukum Qard dalam Hadis.

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah
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Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak ada
seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua
kali kecuali seperti sedekah satu kali” (HR.Ibnu Majah)."”

Maksud dari hadits diatas adalah, dalam meminjamkan uang harus
dengan ikhlas tanpa pamrih, dan dalam meminjamkan kepada orang harus
tanpa ada penambahan dalam akad pengembalian uang pokok karena

tidak dibenarkan meminta tambahan karena meminta tambaham

pengembalian itu adalah termasuk riba.
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Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Bersabda: “Aku melihat pada
waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas

" Ibid, hal.106
'" Wahbah, Figh Islam (terj.), hal.374.
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sepuluh kali lipat dan Qard delapan belas kali. Aku bertanya wahai Jibrif,
mengapa Qard lebih utama dari sedekah, [a menjawab, karena peminta,
minta sesvatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akar
meminjam kecuali karena keperluan”. (HR.Ibnu Majah).’

Maksud dari hadits diatas adalah Qard lebih besar pahalanya daripada
sedekah biasa, karena Qard merupakan pinjaman untuk orang yang sangat

mendesak bagi si peminjam.
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Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia,
niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan
barang siapa yg memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan,
niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia &
akhiral, dan barangsiapa yg menutup (aib) seorang muslim di dunis,
niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia & akhirat, dan Allah akan
selalu meuolonér hambanya, sclama hamba itu menolong saudaranya”
(HR. Muslim).

3. Dasar Hukum Qard dalam Ijma’

Secara ijma’ juga dinyatakan bahwa gard diperbolehkan. Qard

bersifat sunnah (dianjurkan) bagi mugqrid (orang yang meminjamkan) dan

18

Ibid

'® Hadis Riwayat Muslim No. 600] http://www jazirahislam.com/588/memberi-pinjaman-qard-adalah-

setengah-sedekah.html.



mubah bagi mugtarid (orang yang meminjam).”’ Meskipun demikian,
para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada
gard, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudiam
tidak meminjamkannya. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia
yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak
ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh:
karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan
di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap

kebutuhan umatnya.’!

C. Syarat dan Rukun Qard
Seperti semua jenis akad jual beli, akad gard juga merupakan perpindahan
hak dalam pemakaian barang oleh karena itu gard juga memiliki rukun utama
dan syarat sahnya bertransaksi, adapun rukun a/-gard terdiri dari:*
1. Pihak yang meminjam (mugqtarid)
2. Pihak yang memberikan pinjaman (mugrid)
3. Dana/barang yang dipinjamkan (gard)

4. Ijab qabul® (sighat)

™ Wahbah, Figh Isfam (fery.), hal 374.

n Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, hal 132.

2 Wiyono, Slamet, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah, Berdasarkan PSAK dan
PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hal. 29.

B Jjab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu. Dan Qobul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib>



Sedangkan syarat sahnya gard terdiri dari :

1. Akad gard dilakukan dengan shigat ijab qabul atau bentuk lain yang bisa
menggantikannya.

2. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi
maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku
dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan rabarrv’.

3. Harta yang dipinjamkan haruslah harta mits/i yaitu harta yang satuam
barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya.
(Menurut Hanafiyah).

4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan,

bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan.?*

D. Manfaat Qard
Ada beberapa manfaat gard diantaranya® :
1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk
mendapatkan dana talangan jangka pendek.
2. Qard al-Hasan merupakan salah satu ciri yang membedakan antara Bank
Syariah dengan Bank Konvensional yang di dalamnya terkandung misi

sosial, bukan hanya komersial.

tersebut oleh pihak lainnya (qobil). ljab dan Qobul ini harus ada dalam melaksanakan suatu
perikatan (akad)

*  Wahbah, Figh Islam (terj.), hal. 378.

3 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, Cet. Ke-2, Edisi-2, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 121



3. Meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap Bank

Syariah karena ada misi sosial pada akad gardtersebut.

E. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pembiayaan A/-Qard

1. Ketentuan Umum A/-Qard

Ketentuan pembiayaan al-gard telah diatur dalam Fatwa DSN

No.19/DSN-MUI/1V/2001. Dalam fatwa ini, ketentuan umum gard adalah

sebagai berikut;

a.

Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugtaridh)
yang memerlukan.

Nasabah a/-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima
waktu yang telah disepakati bersama.

Biaya adminitrasi dibebankan pada nasabah.

Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang
perlu.

Nasabah gard dapat memberikan (sumbangan) dengan sukarela
kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang disepakati
dan bank sudah memastikan ketidakmampuannya, bank dapat
memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (writc

off) sebagian atau seluruh kewajibannya.
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2. Sanksi
a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan
sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena
ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir
1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi

kewajibannya secara penuh.?

F. Hukum Qard

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, gard baru berlaku dan
mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang
meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut
menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang
sama, bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf
muqtarid tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila
barang tersebut masih ada.?’

Menurut Malikiyah, qard hukumnya sama dengan hibah, shadaqah, dam
‘ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul),

walaupun muqtarid belum menerima barangnya. Dalam hal ini mugqtarid

% http///www.MULco.id
*” Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 280
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boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh
pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut mitsh atau ghair
mitsh, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang.
Apabila barang telah berubah maka mugtarid wajib mengembalikan barang
yang sama.”®

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi’iyah dan Hanabilah,
kepemilikan dalam gard berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya
menurut Syafi’iyah, muqtarid mengembalikan barang yang sama kalau
barangnya mal mitsli Apabila barangnya mal gimi maka ia

mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang

dipinjamnya.29

QardYang Mendatangkan Keuntungan

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih) menyatakan bahwa
qgard yang mendatangkan manfaat hukumnya haram, jika keuntungam
tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan
bukan merupakan tradisi yang berlaku, maka tidak mengapa.’® Oleh karena
itu, pihak bank sebagai pemberi pinjaman atau dana talangan tidak

diperkenankan memanfaatkan pinjamannya apabila hal itu disyaratkan

2 1bid
® 1bid

3 Wahbah Zuhaili, Figh Isiam (terj.), hal.380.
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sebelumnya atau merupakan kebiasaan yang biasa berlaku. Apabila tidak
demikian, maka boleh-boleh saja namun hukumnya makruh tahrim kecuali
bila ada izin dari yang berhutang, maka tidak makruh lagi. Tetapi, sebagian
ulama tetap mengatakan tidak boleh juga meski sudah ada izin peminjam.
Pendapat inilah yang sesuai dengan ruh syariah berkaitan dengam
pengharaman riba. Jika ada dalam persyaratan, maka hukumnya makrul
(maksudnya haram), kalau tidak maka tidak.

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad gard yang
mendatangkan manfaat atau keuntungan karenanya adalah riba. Dan haram
hukumnya mengambil manfaat dari harta pinjaman. Ulama Syafi’iyah dan
Hanabilah berpendapat bahwa qard yang mendatangkan keuntungan tidak
diperbolehkan. Karena qard adalah akad tolong-menolong dan merupakam
ibadah.”

Secara umum, a/-gard dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambear 1. Skema Transaksi A/-Qard

( C__] 2. Pemberian Hutang
Qard
A—J

1. Akad

\

y
;[ Mugtarid ]

[ Mugrid ] -«
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3. Pengembalian Qard

o /

Sumber : Sunarto Zulkifli, (2007:27)

3 Ibid
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2. IJARAH
A. Pengertian [ja—mb

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui
pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikam
(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.?? Jjarah menurut Etimologi
(bahasa) adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara’ mempunyai
makna sama dengan bahasa®® Jjarah menurut ferminology (istilah) adalah
akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang (manfaat) untuk jangka
waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh
perubahan kepemilikan atas barang tertentu. 34

Jadi menurut penulis, jjarah adalah prinsip sewa-menyewa antara pemberi
sewa / pemberi jasa (mu’ajir) dengan penyewa / pengguna jasa (musta’jir) untuk
memperoleh manfaat atas obyek sewa (majjur) yang dikuasai oleh mu’sjir
dimana musta’jir membayar harga sewa (ujrah) kepﬁlda ‘Mu’gjir untuk jangka
waktu tertentu. |

Sedangkan undang-undang sipil Islam Kerajaan Jordan dan Uni Emirat
Arab (UEA) mendefinisikan ijarah sebagai berikut : “jjarah atau sewa yaitu

memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang

32 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke praktik, hal, 117.
3 Wahbah , Figh Islam (terj.), hal. 387.
3% Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar Il, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hal. 12.
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sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besamya telaf:
disepakati bersama””’

Menurut Karim transaksi jjarah dilandasi adanya perpindahan manfaat.
Jadi pada dasarnya prinsip jarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi
perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek
transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.*®

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasianal A/-Jjarah adalah : “Akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu
tertentu melalui pembayaran sewa atau upal, tanpa diikuti dengam
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad
ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna
saja dari yang menyewakan kepada penyewa. 37

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan
zjgralz. Menurut Malikiyah bahwa jjarah adalah nama bagi akad-akad untuk
kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat
dipindahkan. Berbeda dengan Maliki, Hanafiyah berpendapat bahwa jjaraft
adalah akad untuk membolehkan kepemilikan yang diketahui dan disengaja

dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. ** Syafi’iyah mendefinisikan

3% Muhammad. Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta, UIl Press, 2005), hal. 34.

3% Adiwarman, Bank Islam: Analisis Figih, hal. 101.

¥ Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajememn
Perusahaan YKPN, 2005), hal, 147.

38 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 114.
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ijarah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu,
mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu.*

Sedangkan Sayid Sabiq mengartikan jjarah sebagai suatu jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam tulisannya
beliau menjelaskan dimana akad tersebut untuk mengambil manfaat dengan
jalan penggantian. Seperti halnya, penyewaan rumah. Apabila terjadi
kerusakan atas rumah tersebut maka salah satu dari kedua belah pihak
tersebut dapat melakukan pengambilan manfaat dengan jalan penggantian.*’

Jadi, jjarah adalah akad sewa-menyewa barang antara bank, yang
dinamakan dengan mu’gjir selaku orang yang menyewakan dengan pihak
lain selaku penyewa, yang dinamakan dengan musta’jir. Setelah masa sewa
berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada pihak bank (muw’gjin. Ini
berarti perjanjian jjarah sama dengan leasing, *' kegiatan ini tidak dapat
dilakukan secara langsung oleh bank, tetapi harus melalui anak perusahaan
bank.

Adapun mengenai hukum akad jarah yang shahih adalah tetapnya
kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi orang yang menyewakan

barang sewaan. Adapun hukum akad jjarak rusak, menurut ulama Hanafiyah

% Wahbah, Figh Islam (terj), hal. 387.

“ Sayid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 12, (Jakarta: Al-Ma’arif, 1987), hal.14.

! Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keungan Syariah Deskripsi dan [lustrasi, (Yogyakarta:
Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UlI, 2007), hal. 66.



jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan
dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad.

Pada pelaksanaannya, hukum dasar akad jjarah adalah kontrak itu harus
bisa dilaksanakan. Bila tidak ada keterangan bagaimana pelaksanaan kontrak
itu, atau tidak dicantumkan kapan kontrak itu dimulai, maka jjarah akan
dimulai pada saat berkontrak dan akan dilaksanakan mulai saat itu. Para
ulama sependapat bahwa pelaksanaan sebuah kontrak jjarah dapat ditunda
sampai suatu waktu. Tetapi hal semacam itu dianggap oleh mazhab Hanafi
sebagai kontrak yang tidak mengikat dikarenakan jjarah yang mengikat
adalah kontrak yang sudah dilaksanakan.

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa akad jjarah merupakan akad yang
bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukannya. Artinya ketika
akad itu terjadi, maka masing-masing pihak harus menunaikan kewajiban dam
menerima hak masing-masing serta tidak boleh membatalkannya kecuali ada
hal-hal yang menurut ketentuan hukum (syara’) dapat dijadikan alasam
pembatalan dan hal ini merupakan prinsip dasar akad Jjjarah, karena ijaraf
merupakan akad tukar menukar antara harta dengan harta yang diambil

manfaatnya.



B. Dasar Hukum Ijarah
[jarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong
mempunyai landasan yang kuat dalam al-qur’an dan hadis. Konsep ini mulai
dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya
sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar
yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang
ditaklukkan. Dan sebagai langkah altemnatif adalah membudidayakan tanah

berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah.

1. Dasar Hukum Jjarah dalam Al-Qur’an
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Artinya:” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-istery
Yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukar
(anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika
kamu menemui kesulitan maka peremfuan lain boleh menyusukan (anak
itu) untuknya”(QS. Al-Thalaq ayat 6)*
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“2 Depag Rl, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2005), hal 559.
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Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu?
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mercka dalana
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas
sebagaian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mercka dapar
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik
daripada apa yang mereka kumpulkan . (QS. al-Zukhruf : 32)%

b fo 3 a e o Eale wilg Caiey i
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah iz
sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesunggubnya orang yang

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi
dapat dipercaya”(QS. Al-Qashas:26)*

3yl B2 G AL iy oS 2 RSyl s of AT g

PN AL AU P AU R
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 233)*

Kedua ayat di atas telah melukiskan dua konteks dimana si majikan
telah menyewa tenaga pekerjanya dengan bayaran berupa upah tertentu.
Dan, yang menjadi dalil dari ayat tersebut di atas adalah ungkapan
“apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut
menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar

upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa

penyewaan atau /leasing.

@ Depag R, AI-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2005), hal 491.
44 .

1bid, hal 388
* Ibid, hal 37
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2. Dasar Hukum Jjarah dalam Hadis

Hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroperasionalaya
kegiatan jjarah, adalah :
co £ 0ler L. o’r‘\, I )’o)z’: VRN P S P | ° .
o et 0 Ly Ll o it S JB 0 JB Ugle o) e il e

A P

“Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasullah Saw. Berikanlaf upah (sewa)
Buruh itu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Masjah)'®

Hadis di atas menjelaskan tentang hak seseorang akan upah dari
V pekerjaannya, yaitu apabila seseorang mempekerjakan orang lain maka
segeralah memberi upah kepada pekerja itu karena itu adalah haknya
untuk mendapatkan upah.
el i e el Il e d B 0 3525 06 1 06 i 0 e
(sl oly5) bkl o B3 075
Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah saw
bersabda, berbekam dan memberikan upah kepada orang yang
membekamnya itu. Seandainya berbekam itu haram niscaya beliau tidak
memberinya upsh”, (HR. Al-Bukhari}’
Hadis di atas menegaskan tentang wajibnya bagi seorang muslim
untuk memberikan upah kepada seseorang yang telah melakukan

pekerjaan yang halal. Dan haram hukumnya jika memberi upah atas

pekerjaan yang tidak dibolehkan dalam Islam.

% A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram Jilid |, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1985), hal. 398.
“7 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughal Maram, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hal.440.
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3. Dasar Hukum ljarah dalam Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad
ijarah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu
didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarafi
sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama
akad jual beli barang diperbolehkan maka akad jjarah manfaat harus

. diperbolehkan juga. 48

C. Rukun dan Syarat Jjarah
Rukun-rukun jjarah adalah sebagai berikut:
1. Mu’jir dan musta’jir , yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyew:a
atau upah-mengupah. Allah SWT berfirman:

I b 5 5555 of W gl S KT e s B Y T g T

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

(QS. An-Nisa:29)*

Bagi orang-orang yang berakad I]'Erab, disyariatkan juga mengetahui
manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat

mencegah terjadinya perselisihan.

“8 Wahbah , Figh Isiam (terj.), hal. 386.
“® Sohari Sahrani, dkk, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 170.
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Sighat ijab qabul antara mu jir dan musta jir, ijab qabul sewa menyewa .
Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik

dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-

mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat

berikut ini:

1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2. Hendaklah benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dam
upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja
berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)

3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh)

menurut syara’, bukan hal yang dilarang (diharamkan)

4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu

yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.*

Sedangkan syarat sah jjarah menurut Wahbah Zuhaily, diantaranya:

. Kerelaan kedua pelaku akad.

. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna

menghindari perselisihan.

* bid
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3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki)
maupun syara’.

4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek ijarah dibolehkan secara syara’.

Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa

sebelum akad ijarah’'

D. Jenis-Jenis [jarah

Menurut Ascarya, dalam hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu®> :

1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang
mempekerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja disebut mu7ir dan upah
yang dibayarkan disebut wujrah.

2. ljarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada
orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk jjarah ini mirip dengam
leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa disebut
mustajir, pihak yang menyewakan disebut mujir dan biaya sewa disebut

ujrah.

5 Wahbah, Figh Islam (terj), hal 390
52 Ascarya, Akad dan Produk Syari’ah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 9.
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Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan
syari’ah, sementara fjarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk

investasi atau pembiayaan di perbankan syari’ah.

E. Manfaat Jjarah
Ijarah mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:*

1. Bagi Bank: Merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi
portofolio asset bank serta sarana fee based income dimana bank
berpeluang untuk mendapatkan fee. Maksudnya adalah salah satu
pendapatan bank di luar operasional bank.

2. Bagi Nasabah: Sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi
nasabah baik untuk tujuan pembelian barang modal (investasi) maupun
pengadaan rumah, kendaraan dan barang jasa lainnya. Maksudnya adalah
merupakan pembiayaan untuk barang-barang modal contohnya untuk
mendirikan sebuah pabrik memerlukan mesin, mesin inilah dalam

pembeliannya sesuai dengan akad ijarah.

F. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pembiayaan Ijarah

%3 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, hal 119.
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Adapun ketentuan pembiayaan Jjarah telah diatur dalam Fatwa DSN No.

09/DSN-MUL/IV/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum Jarah adalah

sebagai berikut:

1.

2.

Obyek Jjjarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.

Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kountrak.
Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari’ah.
Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan jahala (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.

Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS
(Lembaga Keuangan Syariah) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam
ijarah.

Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang
sama dengan obyek kontrak.

Ketentuan (fexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam

ukuran waktu, tempat dan jarak.**

3 http///www.MULco.id
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G. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:

a.

b.

C.

Menyediakan aset yang disewakan.
Menanggung biaya pemeliharaan aset.

Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

a.

Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset
yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.

Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak
materiil).

Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak
penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas
kerusakan tersebut.>

Ijarah tidak bisa dibliat terikat kepada sebuah peristiwa di masa yang
akan datang atau pada sebnah syarat.

Hak atas sewa tidak muncul karena kontrak, melainkan pemenuhan
syarat dalam kontrak atau dengan menyediakan obyek kontrak itu.
Penerimaan sebuah pembayaran dimuka tidak dilarang dalam syariah,

tetapi hanya sebagai pembayaran dimuka dari total sewa.

3 Ibid



g. Sebuah kontrak jjarah boleh dibatalkan sepihak karcna alasan yang
berhubungan dengan pihak yang berkontrak atau aset itu sendiri,,
dengan alasan yang dibenarkan yaitu mencegah salah satu pihak
menderita kerugian secara terpaksa yang ia tidak setujui.

h. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui~ musyawarah.

Secara umum, fjarah dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 2. Skema Transaksi Jjarah Dengan Obyek Manfaat Tenaga/Jasa

___( 2. pembayaran tunai ]_*_
y —_ y
. Akad jjarah /J

y A

—“{ 3. Pengalihan Hak Guna Tenaga ]——~

Sumber : Sunarto Zulkifli, (2007 : 45)

H. Hukum Jjarah Atas Pekerjaan (Upah Mengupah)

[jarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk
melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit
pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci,
atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir

atau tenaga kerja.
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Ajiratau tenaga kerja ada dua macam:

1. Afft (tenaga kerja khusus), yaitu orang yang bekerja pada satu orang
untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang
lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang
yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

2. Ajir (tenaga kerja) musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari
satu orang, schingga merecka bersekutu di dalam memanfaatkan
tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara.
Hukumnya adalah ia (a4jir musytarak) boleh bekerja untuk semua orang,
dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja
kepada orang lain. Ia (ajir musytarak) tidak berhak atas upah kecuali

dengan bekerja.>

% Ahmad Wardi Muslich, Fi igh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.333



